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Penutup 

4.1. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 
diketahui tentang tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan penumpang 
pada pengangkutan di Indonesia. Pada bab ini saya membuat kesimpulan yaitu 
1. 	 Pada Praktek di lapangan, pengangkut memiliki kecenderungan untuk 
tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksudkan 
oleh prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum 
pengangkutan. 
2. 	 Eksistensi asuransi Jasa Raharja tidak dapat menghapuskan tanggung 
jawab pengangkut atas kerugian yang diderita penumpang korban 
kecelakaan dan pihak ketiga yang bukan termasuk penumpang atau 
orang yang bekerja pada pengangkut karena asuransi Jasa Raharja 
merupakan perlindungan sosial bagi masyarakat pengguna angkutan 
umum, bukan merupakan asuransi yang dibentuk oleh pengangkut. 
Berkaitan dengan keadaan dilapangan terdapat penyimpangan berupa 
penghindaran pengangkut atas tanggung jawabnya untuk memberi ganti 
rugi dengan alasan ganti rugi telah diberikan oleh pihak asuransi Jasa 
Raharja 
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4.2. Saran 
Pembahasan bab-bab yang telah saya lakukan telah menimbulkan suatu 
pertanyaan bagi saya pribadi dan kritik bagi keberadaan hukum pengangkutan 
khususnya pengangkutan penumpang itu sendiri yakni. jikalau kerugian itu 
diketahui secara pasti bahwa penyebabnya adalah pengangkut mengapa 
mekanisme dalam hukum pengangkutan untuk mendapatkan ganti rugi harus 
melalui klaim kepada pengangkut dan terkesan bahwa tidak ada konsekuensi 
apapun yang dapat dikenakan pada pengangkut sedangkan keselamatan orang 
perorangan adalah merupakan tanggung jawab publik yang mungkin saja tidak 
dapat kembali atau bahkan hilang, Mekanisme klaim ganti rugi kepada 
pengangkut telah menimbulkan fenomena pelimpahan tanggung jawab 
pengangkut pada Jasa Raharja karena sistem yang membingungkan bagi 
masyarakat. sosialisasi kurang memadai. pengawasan yang tidak memadai dan 
peraturan yang kurang pasti menjamin hak penumpang pada pengangkut. Ketidak 
tahuan masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan 
ganti rugi adalah melalui proses klaim, telah. membebaskan pengangkut dari 
tanggung jawabnya. dan dalam hal ini perwakilan negara tidak dapat mewakili 
pihak yang dirugikan untuk mendapatkan haknya karena harus menunggu adanya 
gugatan. 
Selain hal diatas saya mempermasalahkan konsep tanggung jawab 
pengangkut yang dapat memberikan peluang proses berulang, yang saya 
maksudkan adalah jika pengangkut telah terbukti bersalah menyebabkan kerugian 
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tetapi setelah adanya klaim pengangkut tidak juga memberi hak yang dituntut 
pihak yang dirugikan dia harus mengajukan juga ke pengadilan dalam bentuk 
gugatan.Seharusnya jika hukum pengangkutan sendiri konsisten pada prinsipnya 
maka dia harus menciptakan sistem yang lebih baik dengan membentuk suatu 
komisi pengawas atau suatu lembaga mediasi sehingga langkah preventif gugatan 
pengadilan dapat terlaksana dan tidak memberatkan pihak yang dirugikan dengan 
proses yang susah. Diharapkan jika semua itu terlaksana maka akan tercipta 
hukum yang menjamin bagi siapa saja dan bukan orang tertentu yang memiliki 
sarana untuk menggugat di pengadilan yang mahat. 
Demikian hasil tulisan saya, dengan harapan memiliki nilai kegunaan dan 
sumbang sih bagi para pihak pelaku dalam pengangkutan sendiri akademisi dan 
pembuat Undang-undang agar menciptakan hukum yang berkeadilan, merakyat 
dan berpijak pada akar budaya bangsa. 
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